Uni versitas Indonesia Library >> U - Skripsi Menbership

Penjaminan Kekayaan Intelektual Secara Fidusia dalam Pemberian
Kredit Perbankan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif = Fiduciary Intellectual
Property Guarantee in Providing Banking Credit for Creative Economy
Promoter

Tasyafa Aleysa Taufik, author

Deskripsi Lengkap: https://lib.ui.ac.id/detail 21d=9999920519448& | okasi =lokal

Pesatnya perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia berbanding lurus dengan kebutuhan para pelaku
ekonomi kreatif untuk mendapatkan pembiayaan untuk menyokong keberlangsungan usahanya.
Mendapatkan akses terhadap kredit perbankan merupakan hal yang penting agar dapat mencapai

optimalisasi potensi dari pengembangan ekonomi kreatif melalui skema agunan berbasis kekayaan
intelektual melalui jaminan fidusia. Pemerintah Indonesia telah mengakomodasi kebutuhan ini melalui
lahirnya UU No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif serta peraturan pelaksanaannya pada PP No. 24
Tahun 2022. Agar skematersebut dapat terlaksana secara efektif pada saat PP No. 24 Tahun 2022 berlaku
pada Juli 2023, masih diperlukannya kejelasan terkait dengan penilaian agunan kekayaan intelektual,
ketersediaan pasar sekunder, serta ketersediaan pihak penilai. Berangkat dari latar belakang tersebut,
dilakukannya penelitian dengan rumusan masal ah terkait dengan bagaimana pengaturan pemberian kredit
bank bagi pelaku ekonomi kreatif serta bagaimana perlindungan hukum bagi bank terhadap pemberian
kredit yang menggunakan kekayaan intelektual sebagal objek jaminan fidusia. Adapun tujuan dari penelitian
ini ialah untuk mengetahui aturan serta analisis terkait dengan perlindungan hukum bagi bank yang
memberikan kredit dengan jaminan atau agunan kekayaan intelektual. Penelitian ini dilakukan secarayuridis
normatif dengan menggunakan data sekunder yang didukung dengan wawancara. Berdasarkan penelitian ini,
masi h dibutuhkan adanya pengaturan sertaregulasi terkait diterimanya agunan dalam bentuk kekayaan
intelektual. Sehingga, pembentukan peraturan dari lembaga pengawas sektor keuangan sebagai serta
peraturan pendukung dari dunia perbankan harus segera diakseleras penyusunannya agar dapat menjadikan
pembiayaan berbasis kekayaan intelektual terkhusus melalui pemberian kredit di Indonesia dapat terlaksana.
...... The demand for funding by creative economy promoter to finance their ongoing operationsis strongly
correlated with the rapid growth of the creative industry in Indonesia. Having access to credit banking is
crucial to maximizing the creative economy's potential for growth through afiduciary guarantee-based
scheme for intellectual property-based collateral. With the introduction of Law No. 24 Y ear 2019
concerning the Creative Economy and its implementing rules in Government Regulation No. 24 of 2022, the
Indonesian government has met this demand. Government Regulation No. 24 of 2022 must still be fully
implemented by July 2023 in order for the system to function as intended in terms of intellectual property
judgment, secondary market accessibility, and appraiser accessibility. In order for the scheme to be
implemented effectively at the time of Government Regulation No. 24 of 2022 comes into effect in July
2023, it is still fully required related to intellectual property judgment, secondary market availability, and the
availability of appraisers. Departing from this background, research was conducted with the formulation of
issues, which isin terms of what is the regulation that regulates bank lending to creative economy promoter
and how to provide legal protection for banks against granting credit that uses intellectual property asan
object of fiduciary guarantees. The objective of this research isto comprehend the rules and analysis related
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to legal protection for banks that provide credit with guarantees or intellectual property guarantees. With the
aid of interviews and secondary data, this study was done as juridical-normative research. According to this
research, protocols and rules governing the acceptance of collateral in the form of intellectual property are
still necessary. In order for Indonesia to be able to finance intellectual property, particularly through the
provision of credit, it is necessary to hasten the creation of laws from agencies responsible for the financial
sector as well as supporting regulations from the banking industry.



